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ABSTRAK 
 

MUHAMMAD BAGAS RUDIANTO. 022118042. Pengaruh Belanja Modal 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bogor Periode 

2017-2021. Di bawah bimbingan : EDY SUDARYANTO dan SIGIT EDY SURONO. 

2023 

Pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada meningkatnya 

kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan 

meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah 

meningkatnya asset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan 

pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sekunder yang bersumber dari 

laporan situs resmi Kota Bogor menggunakan metode purposive sampling. Metode 

analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, 

Uji Kolonieritas, Uji Hetereskedastisitas, dan Uji Auto Korelasi, Analisis Regresi 

Linear Berganda dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Determinasi, Uji Statistik F, 

dan Uji Statistik T, dengan menggunakan SPSS versi 25. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Belanja Modal, dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil 

pengujian secara simultan juga menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan 

Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Bogor. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan strategi 

yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Bogor 

 

Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan 

Ekonomi. 
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ABSTRACT 

 

MUHAMMAD BAGAS RUDIANTO. 022118042. The Influence of Capital 

Expenditure of Regional Original Income on Economic Growth in Bogor City for the 

2017-2021 Period. Under the guidance of : EDY SUDARYANTO and SIGIT EDY 

SURONO. 2023 

Regional infrastructure development will have an impact on increasing 

regional self-sufficiency to encourage economic growth towards an increase in 

Regional Original Income (PAD). With the increase in capital expenditure, it is hoped 

that public services will improve, because the result of capital expenditure expenditure 

is an increase in regional fixed assets which is a prerequisite in providing public 

services by local governments. The purpose of this study was to determine the effect 

of Capital Expenditure and Regional Original Income (PAD) on Economic Growth 

This study uses quantitative and secondary data sourced from the official 

website of the City of Bogor using a purposive sampling method. The analytical 

method used is the Classical Assumption Test which consists of Normality Test, 

Colonierity Test, Heterescedasticity Test, and Auto Correlation Test, Multiple Linear 

Regression Analysis and Hypothesis Test which consists of Determination Test, F 

Statistical Test, and T Statistical Test, using SPSS version 25. 

The results of this study indicate that Capital Expenditures and Regional 

Original Income (PAD) have no significant effect on Economic Growth. Simultaneous 

test results also state that Capital Expenditure and Regional Original Income do not 

have a significant effect on Economic Growth in the City of Bogor. It is hoped that 

this research will be useful in formulating effective and efficient strategic policies for 

activities towards economic growth stimulus in the city of Bogor 

 

Keywords: Capital Expenditures, Regional Original Income (PAD), Economic 

Growth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah 

daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-

sumber keuangan dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah untuk 

mewujudkan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian 

diperbarui kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Penetapan UU No. 23 Tahun 

2014 memberi pemerintah kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat.    

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan 

pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa 

diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 

Dengan demikian Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah 

memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja 

Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam 

APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja modal didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal merupakan pengeluaran 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi masa satu tahun anggaran dan 

menambah asset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah asset atau 

kekayaan daerah yang ditujukan kepada masyarakat untuk dirasakan manfaatnya 

berupa pembangunan insfrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi daerah. 

Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah antara lain pada sektor pendidikan, 

kesehatan, transportasi sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan 

ekonomi daerah.  

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan dalam 

pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya 

produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan 

kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah
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peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja 

modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja modal daerah. (Pungky 

Ardhani, 2011:4) 

Pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada meningkatnya 

kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan 

meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah 

meningkatnya asset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan 

pelayanan publik oleh pemerintah daerah. (Ummu Khoiriah, 2015:3) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang 

sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah 

daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.   

Kemajuan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi 

yang dihasilkan dari tahun ke tahunnya. Dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi 

yang merupakan salah satu dari sekian perangkat indikator yang menunjukkan 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan di 

Kota Bogor.  

Nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya. Berikut disajikan gambar laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor selama 

periode 2017–2021 di bawah ini: 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Periode 2017-2021 
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Pada tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, meskipun 

mengalami fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor menunjukkan trend 

positif. Berdasarkan data tersebut, Kota Bogor Tahun 2017-2018 mengalami kenaikan 

sebesar 0,02% persen menjadi 6,14%. Lalu di tahun 2018-2019 Kota Bogor 

mengalami penurunan sebesar 0,1% persen menjadi 6,04% persen. Lalu pada tahun 

2019-2020 terjadi penurunan drastis sebesar 5,52% persen menjadi -0,52 persen. Dan 

ditahun terakhir pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 3,5 persen 

menjadi 4,02 persen. Dilihat dari penjelasan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bogor masih belum stabil karena terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. 

Terlebih pada tahun 2020 dimana Indonesia memasuki masa pandemi Covid-19 

bahkan mengalami resersi perekonomian.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pertimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi 

daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi 

daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan 

pemerintah pusat semakin berkurang, menurunnya kinerja perekonomian daerah yang 

berimbas pula kepada penurunnan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. 

Imbas kepada daerah menyebabkan menurunnya pendapatan daerah baik dari transfer 

dari pusat ke daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu adanya 

efektifitas dan efisien pengelolaaan pendapatan dan belanja daerah agar lebih terarah 

dan pemberian skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di 

daerah. 

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanen, asset 

tetap, dan asset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan belanja modal, daerah dapat 

melaksanakan pembangunan fasilitas, yakni dengan memfasilitasi kepentingan publik. 

Oleh karena itu pemerintah mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal. 

Belanja modal di Kota Bogor mengalami perubahan yang cukup signifikan dari 

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat dari tabel 1.1 

perkembangan belanja modal Kota Bogor tahun 2017-2021. 

Tabel 1.1 Perkembangan Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021 (Miliar) 

Tahun Belanja Modal 

2017 433,49 

2018 455,46 

2019 500,98 

2020 276,16 

2021 1.701,25 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2017-2021. 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Belanja Modal di Kota Bogor 

selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 

belanja modal sebesar 433,49 miliar rupiah, pada tahun 2018 sampai taun 2019 

mengalami kenaikan sebesar 501,03 miliar rupiah. Namun pada than 2020 mengalami 

penurunan sebesar 276,15 miliar rupiah, kemudian pada tahunn 2021 mengalami 

kenaikan sebesar 1.701,25 triliun rupiah. 

Peningkatan jumlah anggaran Belanja Modal yang terjadi di Kota Bogor 

terlaksana dikarenakan adanya faktor-faktor seperti tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor juga mendorong pemerintah daerah agar 

terus melakukan pembangunan ekonomi dengan cara mengelolah sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk dapat menciptakan 

lapangan kerja, yang secara langsung berpengaruh positif terhadap perkembangan 

kegiatan perekonomian yang ada di Kota Bogor. 

Tabel 1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021 

(Miliar) 

Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2017 978,19 

2018 912,19 

2019 1.015,88 

2020 872,01 

2021 1.075,24 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2017-2021. 

Berdasarkan pada tahun 2017 pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor sebesar 

978,19. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 912,19 

miliar rupiah. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah di Kota Bogor kembali 

mengalami kenaikan sebesar 1.015,88 triliun rupiah. Pada tahun 2020 pendapatan asli 

daerah di Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 872,01 miliar rupiah. Dan pada 

tahun 2021 pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan sebesar 1.075,24 

triliun rupiah. 
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Gambar 1.2 Perkembangan Balanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Periode 2017-2021 

Dapat dilihat pada gambar 1.2 diatas mengalami perubahan naik turun atau 

fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor paling tinggi terdapat pada tahun 2018 

sebesar 6,14 dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar -0,52. Pendapatan asli daerah 

(PAD) tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1.075,24 dan terendah pada tahun 2020 

sebesar 872,01. Belanja modal di Kotab Bogor paling tinggi yaitu pada tahun 2021 

sebesar 1.701,25 dan terrendah pada tahun 2020 sebesar 276,16. 

Fenomena dari penelitian ini yakni, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. 

Pada tahun 2018 belanja modal dan pertumbuhan ekonomu di kota bogor mengalami 

kenaikan sedangkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. pada tahun 2019 

belanja modal dan pendapatan asli daerah di kota bogor secara Bersama mengalami 

kenaikan sedangkan pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan. 

Berdasarkan pemahaman dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Periode 2017-

2021” 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan Belanja Modal disebabkan 

karena pemerintah Kota Bogor menurunkan biaya alokasi Belanja Modal. 

2. Adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), disebabkan oleh retribusi daerah hasil kekayaan daerah dan dana transfer 

menurun dari tahun sebelumnya. Serta adanya pandemi Covid-19 sehingga 

anggaran PAD diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor. 

3. Hal ini mennyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor mengalami kenaik 

dan penurunan.  

1.2.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara partial terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara partial terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021? 

3. Apakah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-

2021? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Dalam topik penelitian yang terdiri dari lebih satu variabel, maksud penelitian 

adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi secara 

parsial terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah  secara parsial terhadap 

Belanja Modal serta Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 

secara simultan terhadap Belanja Modal, menyimpulkan hasil penelitian, serta 

memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan serta 

untuk memperoleh data yang relevan dan informasi yang akurat guna melengkapi teori 

yang berhubungan dengan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Bogor periode 2017-2021.   

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pengaruh secara partial Belanja Modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021 

2. Untuk mengetahui Pengaruh secara partial Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-2021 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor periode 2017-

2021 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengantisipasi dan memecahkan masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang 

dapat berguna dalam pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dalam kebijakan 

terkait proporsi Anggaran Belanja Modal dengan mempertimbangkan Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.  

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi pada 

umumnya dan khususnya pada Akuntansi Sektor Publik terutama dalam hal 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daera
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Pengertian akuntansi sektor publik adalah 

suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan 

pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini 

nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada 

pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat 

membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan, 

organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan 

ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai 

lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk 

mengelola keuangan publik. 

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, 

pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi 

publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat 

dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik 

agar hak-hak publik terpenuhi. 

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Dwi Ratmono (2015) yaitu 

Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, 

dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. 

2.2 Belanja Modal  

2.2.1 Pengertian Belanja Modal 

Belanja modal dibuat untuk menunjang kinerja pemerintah dalam pelayanan 

terhadap masyarakat. Untuk menghasilkan kinerja yang produktivitas, efektif dan 

efisien maka dibutuhkan anggaran belanja modal yang mendukung kinerja 

pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 Pasal 1 ayat (14): 

“Belanja Modal adalah belanja pemerintahan pusat yang dilakukan dalam 

rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bagunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.” 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 

ayat (1) ; 

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf C digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua 

belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan 

aset tetap lainnya.” 

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan 

dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris 

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya 

adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau 

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap 

pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset tetap perusahaan. Namun, aset tetap 

pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset 

tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut Mahmudi (2016) analisis belanja modal terhadap total belanja 

merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja 

daerah. Berdasarkan Rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 

anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total 

belanja terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen. Rasio belanja modal ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Belanja Modal = 

Realisasi belanja modal 

X 100% 

Total belanja modal 

 

Menurut UU Nomor : 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi. Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat 

rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu 

indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak 

dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam 

pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan pemerintah daerah 

produktif. Pada umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan ini sangat 

bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat. 

Menurut pendapat yang dinyatakan oleh Badrudin (2017 : 71-72) menjelaskan 

bahwa belanja modal ini dilaksanakan pengkategorisasian ke dalam lima kategori 

atau indikator yang utama yaitu: 



10 
 

 

2.2.2 Indikator Belanja Modal 

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja 

modal dibagi menjadi : 

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung 

oleh masyarakat umum. Beberapa pengeluaran publik yang dilakukan oleh Negara 

meliputi: Pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, gaji pegawai negeri, 

konstruksi jalan, jembatan, selokan, saluran air, pengerasan jalan, beban kantor 

pemerintah, penerangan umum dan subsidi cahaya, dan gaji pegawai negeri. 

2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secaralangsung dinikmati 

oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya 

meliputi : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang 

berhubungan dengan pegawai. 

Adapun jenis-jenis belanja modal yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori 

utama kegiatan belanja modal menurut Baldric Siregar (2015) tentang Pemerintahan Daerah 

dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam : 

1. Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 

pengosongan, pengurungan pertaan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan 

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah 

dimaksud dalam kondisi siappakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatankapasitas peralatan dan mesin 

serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaanpembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaanjalan irigasi dan jaringan yang menambah 

kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
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5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan 

pembangunan atau pembuatan serta perawatan yang tidak dapat dikategorikan 

kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan danmesin, gedung dan 

bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah 

belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang kesenian, barang 

purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, 

dan jurnal ilmiah 

2.3. Pertumbuhan Ekonomi 

2.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Boediono (1998) dalam Yuliana (2014), pertumbuhan ekonomi adalah 

proses kenaikan output perkapita yang diproksi dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan pada suatu daerah. Menurut konsep teori ekonomi untuk mengukur total 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional adalah Produk 

Domestik Bruto (PDB).  

Dalam buku ekonomi pembangunan, Patta Rapanna (2017) pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan 

proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka 9 panjang. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah 

satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk 

Domestik Regional Bruto (Oktari, 2017). Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi 

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri 

melalui Belanja Modal yang direlasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, 

infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik 

(Waskito, 2019). 

Adapun menurut Syahputra (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan 

ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern Economic 

Growth. Untuk menghitung berapa besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

maka data yang diperlukan dan dipergunakan adalah Pendapatan Nasional suatu 

Negara. Untuk negara yang sedang berkembang umumnya menggunakan PDB, 

sedangkan untuk negara yang telah maju umumnya menggunakan GNP. Terdapat 

banyak rumus yang dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, menurut 

Patta Rapanna (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah:  
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Pertumbuhan Ekonomi = 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡-1 

X 100 % 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡-1 

 

BPS (2017) mengemukakan pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB) pada 

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan 

Ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Regional Bruto) 

dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya saran di negara-negara 

berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output 

perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya. 

2.3.2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Rapanna (2017) Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua 

macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang 

tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan 

konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. 

Dalam penelitian Lestari (2017) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Alam  

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya 

alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi 

mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, 

kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. 

Tersedianya sumber daya alam secara melimpahh merupakan hal yang penting bagi 

pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan 

membangun dengan cepat.  

b. Organisasi 

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi 

berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi 

bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. 

Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan 

pengambil resiko dalam keidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan 

kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan 
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orang lain. Menurut Schumpter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang 

kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).  

c. Akumulasi Modal 

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. 

Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai 

akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal 

merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikan stok 

modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal 

merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal 

diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi di 

bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetatpi juga membuka 

kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah penghematan 

dalam produksi skala luas dan juga membawa kea rah pnggalian sumber alam, 

industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.  

d. Kemajuan Teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode 

produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil Teknik penelitian baru. 

Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan 

sektor produksi.  

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa 

perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu 

perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan 

produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.   

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling 

mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti 

faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting dalam pertumbuhan 

ekonomi.  

2.4. Pendapatan Asli Daerah 

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 2 (dua) 

istilah pendapatan, yaitu Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan 

Realisasi Anggaran. Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah 

yang dapat diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan Laporan Realisasi 

Anggaran adalah semua penerimaan kas umum Negara atau Daerah yang menambah 
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saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 

hak pemerintah, serta tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD merupakan penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang- 

undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat 

penting, karena  melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23) 

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber 

penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar menanggung sebagian beban 

belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan 

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 

Menurut Mahmudi (2016 : 89), Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan untuk 

menginterpretasikan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dalam rangka 

menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Dalam otonomi daerah ini 

kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan 

daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat banyak rumus yang dipergunakan 

untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah, menurut Mahmudi (2016) dengan menggunakan indikator 

yang digunakan adalah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang dihitung 

dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan 

PAD yang di anggarkan. Rumus rasio efektivitas PAD dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Rasio Efektifitas = 
Realisasi Penerimaan PAD 

X 100 % 
Target Penerimaan PAD 

 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dan 

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai 

efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: 

- Sangat Efektif : > 100% 
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- Efektif   : 100% 

- Cukup Efektif  : 90-99% 

- Kurang Efektif  : 75%-89% 

- Tidak Efektif  : < 75% 

Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau 

pengeluaran, namun tidak selalu tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan 

dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan 

daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanjadaerah secara 

keseluruhan. Meskipun proporsi pendapatan asli daerah maksimalhanya sebesar 10% 

dari total pendapatan daerah, kontribusi terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, 

terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim, 2004). 

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber 

pendapatan, salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD berdasarkan UU 

Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun yang 

menjadi sumber PAD terdiri dari 

• Pajak daerah 

• Retribusi daerah 

• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

2.4.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu 

untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :Kelompok Pendapatan 

Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah 

Menurut UU Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnyakemakmuran rakyatRetribusi Daerah 
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b. Retribusi daerah 

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, 

Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi 

Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan dan setiap jenis memiliki bagiannya masing-

masing. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

UU Nomor : 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian 

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian 

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang 

sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk 

dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 yang dicabut menjadi 

UU Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan 

bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan 

daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset 

daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro,pendapatan bunga deposito, 

tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar 

rupiah. 

2.4.3. Jeni-Jenis Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu : 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan 

ini meliputi:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Kendaraan Diatas Air 

d. Pajak Air dibawah Tanah 
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e. Pajak Air Permukaan.  

2. Pajak daerah dan retribusi daerah tersusun dari: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 

 

 

 

Tabel 2.1 Tarif Kabupaten dan Kota 

No Pajak Kabupaten Dan Kota Tarif Maksimum (%) 

1 Pajak Hotel 10 

2 Pajak Restoran 10 

3 Pajak Hiburan 35 

4 Pajak Reklame 25 

5 Pajak Penerangan Jalan 10 

6 
Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C 
20 

7 Pajak Parkir 20 

Sumber: UU Nomor 34 Tahun 2000 

1. Sistem pengenaan pajak: 

a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin 

tingginyadasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga 

barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang 

semakin tinggi persentasenya. 

b)  Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) 

yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-

beda.. 

c) Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek 

pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil. 

2. Retribusi Daerah 
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Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut 

sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat. Penerimaan ini meliputi: 

a. Retribusi Umum Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara 

lain: 

1) Pelayanan kesehatan. 

2) Pelayanan kebersihan dan persampahan. 

3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan 

Sipil. 

4) Pengujian kapal perikanan. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

1) Pemakaian kekayaan daerah. 

2) Pelayanan terminal 

3) Pelayanan tempat khusus parkir 

4) Tempat rekreasi dan olahraga 

5) Retribusi Perizinan Tertentu 

c. Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain: 

1) Izin peruntukan penggunaan tanah 

2) Izin mendirikan bangunan 

3) Izin trayek 

4) Izin pengambilan hasil hutan 

Tabel 2.2 Prinsip Penentuan Tarif Retribusi 

No Objek atau Jenis Retribusi Daerah Prinsip Atau Kriteria Penentuan Tarif 

1 Retirbusi Jasa Umum 

1. Besarnya biaya atau penyediaan jasa 

yang bersangkutan 

2. Kemampuan masyarakat 

3. Aspek keadilan 

2 Retribusi Jasa Usaha 
Tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak 

3 Retribusi Perizinan Tertentu 

Tujuan untuk menutup semua/seluruh 

biaya penyelenggaraan pemberian izin 

yang bersangkutan 

Sumber: UU Nomor 34 Tahun 2000 

3. Laba Badan Usaha Milik Daerah 
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Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau 

seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan 

lain denganatau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan 

salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk 

olehpemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di 

bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, 

perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam 

melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. 

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik 

daerah. 

4. Lain-lain PAD yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari: 

a. Hasil penjualan barang milik daerah, contoh penjualan drum bekas 

aspal,penjualan pohon anyaman 

b. Penerimaan jasa giro. 

2.5. Hubungan Antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif 

pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sector publik secara 

berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah 

juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. 

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal 

pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB. Pembentukan modal tersebut 

harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya 

menaikan produktivitas. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan 

infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan 

perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang 

meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan 

meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan 

masyarakat. 

Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari 

pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah akan meningkat pada 

pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal 

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal mempunyai 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk 

pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat 
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produktifltas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. 

2.6. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan 

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping 

itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta 

menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan 

berbagai hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan 

kemudian membuat ringkasannya. Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan 

melalui hasil berbagai peneliti sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk 

membedakan penelitian sebelumnya. 

Berikut akan disajikan tabel posisi penelitian terdahulu, yang berkaitan atau 

relevandengan penelitian penulis. Gambaran posisi penelitian terdahulu dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

No  Nama peneliti, 

tahun & Judul 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

yang diteliti 

Indikator Metode 

analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Mutmainah 

(2020), 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan. 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan. 

Variabel 

Independen: 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Belanja 

Modal 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Belanja 

Tanah + 

Belanja 

Peralatan Dan 

Mesin 

+ Belanja 

Gedung Dan 

Bangunan 

+ Belanja 

Jalan, Irigasi 

Dan Jaringan 

+ Belanja 

Asset Tetap 

Lainnya 

Pajak Daerah 

+ Retribusi 

Daerah + 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

+ Lain-lain 

PAD yang 

Sah. 

Kuantitatif Pendapatan 

Asli daerah 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Belanja 

modal tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 
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PDRBt- 

PDRBt-1/ 

PDRBt-1 x 

100% 

2 Rijalul 

Ahmad Fikri 

(2017), 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuha n 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuha 

n Ekonomi 

di Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Variabel 

Independen: 

Belanja 

Modal, 

Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

PAD = PPD + 

PRD + 

HPKDD + 

LPS 

 

BM = BT 

+ BPM + 

BGB + BJIJ 

 

G = PDRB1 – 

PDRB0/ 

PDRB0 x 

100% 

Kuantitatif Belanja 

modal dan 

Pendapatan 

asli daerah 

secara 

simultan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

3 Dewi 

Chrisanty 

Paat, Rosalina 

A.M.Kolean 

gan, Vekie A. 

Rumate 

(2019) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD), Dana 

Perimbanga n 

Terhadap 

Pertumbuha n 

Ekonomi 

Serta 

Dampaknya 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Kota Bitung 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD), Dana 

Perimbanga 

n Terhadap 

Pertumbuha 

n Ekonomi 

Serta 

Dampaknya 

Terhadap 

Kemiskinan 

di Kota 

Bitung 

Variabel 

Independen: 

Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

PAD, DP, PE, 

Kemiskina n 

Kuantitatif Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

akan tetapi 

tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan. 

4 Megasari 

(2020) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan Belanja 

Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Kabupaten 

Luwu Utara 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan Belanja 

Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Kabupaten 

Luwu Utara 

Variabel 

Independen: 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Belanja 

Daerah 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

PAD, BM, 

PDRB, 

Indeks 

Pembangu 

nan manusia, 

Tenaga kerja 

Kuantitatif Pendapatan 

Asli daerah 

dan Belanja 

daerah secara 

bersamasama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Kabupaten 

Luwu Utara. 

5 Wardiah 

(2018), 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan Belanja 

Modal 

Variabel 

Independen: 

Pendapatan 

Asli Daerah 

PAD = 

PD+RD+ 

HPKD + 

Lain-lain 

PAD yang 

Survey Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 
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dan Belanja 

Modal 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Aceh 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Aceh 

dan Belanja 

Modal 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

sah BM= 

BMT+BMPM 

+BMG B+ 

BMJIJ+BMF 

L 

Total PDRB 

ADHK=PDR 

B ADHK1 

+PDRB 

ADHK2+ 

PDRB 

ADHK3+PD 

RB ADHK4 

+PDRB 

ADHK5+ 

PDRB 

ADHK6+PD 

RB ADHK7 

+PDRB 

ADHK8+ 

PDRB 

ADHK9 

Total PDRB 

ADHK 

Asli Daerah 

(PAD) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi. 

6 Sulaeman & 

Silvia (2019), 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Transfer 

Daerah, dan 

Belanja 

Modal, 

pengaruhny a 

terhadap 

Pertumbuha n 

Ekonomi 

Regional di 

Indonesia 

Sulaeman & 

Silvia 

(2019), 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Transfer 

Daerah, dan 

Belanja 

Modal, 

pengaruhny 

a terhadap 

Pertumbuha 

n Ekonomi 

Regional di 

Indonesia 

Variabel 

Independen: 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Transfer 

Daerah, dan 

Belanja 

Modal 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Regional 

PAD, 

Transfer 

daerah (DAU, 

DBH, DAK), 

Belanja 

Modal, 

Pertumbuh an 

Ekonomi 

Kuantitatif PAD, DAU, 

DBH dan 

Belanja 

Modal secara 

parsial 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Perbedaan: 

Lokasi 

penelitia n 

Periode 

tahun 2013- 

2017 

7 Rori, et. Al 

(2018), 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

terhadap 

Pertumbuha 

Variabel 

Independen: 

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Variabel 

PAD, PDRB Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

dengan 

metode 

analisis 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

berpengaruh 

positif atau 

signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 
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terhadap 

Pertumbuha 

n Ekonomi 

di Provinsi 

Sulawesi 

Utara tahun 

2001- 

2013 

n Ekonomi 

di Provinsi 

Sulawesi 

Utara tahun 

2001- 

2013 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

regresi 

sederhan 

a 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara pada 

Tahun 2001 

– 

2013. 

Secara teori 

Apabila 

PAD 

naik, maka 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

juga 

akan ikut 

naik. 

8 Irmal Suandi 

(2016), 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan Dana 

Alokasi 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan Dana 

Alokasi 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

Variabel 

Independen: 

PAD dan 

Dana 

Alokasi 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

PAD, Dana 

Alokasi, 

PDRB 

Kuantitatif Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Kabupaten/ 

Kota 

Provinsi 

Jawa 

Tengah. 

9 Febriyanti 

(2021), 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Variabel 

Independen: 

Belanja 

Modal, 

Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Belanja 

Modal =Aset 

Tetap, 

Layanan 

Publik 

PAD = Pajak 

Daerah, 

Retribusi 

Daerah, Hasil 

pengelolaa n 

kekayaan 

yang 

dipisahkan, 

lain-lain PAD 

yang sah. 

Pertumbuhan 

Ekonomi= 

PDRB, 

Kemajun 

kuantitatif Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 
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teknolog, 

Pendapatan 

Rill Perkapita 

10 Rifda Atiqoh 

Daulay 

(2020), 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Variabel 

Independen: 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Variabel 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

BM = BT + 

BPM + BGB 

+ BJIJ 

 

PAD = PPD 

+ PRD + 

HPKDD + 

LPS 

 

G = PDRB1- 

PDRB0/ 

PDRB0 x 

100% 

kuantitatif Secara 

simultan ada 

pengaruh 

Belanja 

Modal dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pemerintah 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Periode 

2016-2019. 

 

 Berikut merupakan relevansi (persamaan dan perbedaan) dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis : 

1. Peneliti : Mutmainah 

Judul  : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun  : 2020 

Universitas : Muhammadiyah Palembang 

Persamaan yang digunakan:  

-Variabel belanja modal 

-Variabel pendapata n asli daerah 

-Variabel pertumb uhan ekonomi 

-Metode penelitian 

Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan :  

-Lokasi Penelitia n di Provinsi Sulawesi Selatan 

-Periode tahun 2012 – 2019 

2. Peneliti  : Rijalul Ahmad Fikri 

Judul   : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah  

terhadap Pertumbuha n Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 

Tahun   : 2017 

Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
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Persamaan yang digunakan : 

-Variabel belanja modal 

-Variabel pendapat an asli daerah 

-Variabel pertumb uhan ekonomi 

-Metode penelitian 

 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Periode tahun 2013-2015 

-Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara 

3. Peneliti : Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A.M. koleangan, vekie A.  

Rumate 

Judul   : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampak nya terhadap 

kemiskinan di Kota Bitung. 

Tahun   : 2019 

Universitas  :  Universitas Sam Ratulangi Manado 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel pendapatan asli daerah 

-Variabel pertumbuhan ekonomi 

-Metode penelitian 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Lokasi penelitian di Kota Bitung 

-Periode tahun penelitian 2019 

4. Peneliti : Megasari 

Judul   : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja 

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu 

Utara. 

Tahun   : 2020 

Universitas  : IAIN Palopo Sulawesi Selatan 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Belanja Modal 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi metode penelitian 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Periode tahun 2011-2019 

-Lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Utara  

5. Peneliti : Wardiah 

Judul   : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh 

Tahun   : 2018 

Universitas  : Universitas Malikussaleh 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel Pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Belanja Modal 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Lokasi Penelitian di Provinsi Aceh 

-Metode Penelitian 

-Periode Tahun 2006-2009 

6. Peneliti : Sulaeman dan Silvia 

Judul   : Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, 

pengaruhny a terhadap Pertumbuha n Ekonomi Regional di 

Indonesia 

Tahun   : 2019 

Universitas  : Politeknik Keuangan Negara STAN 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel Pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Belanja Modal 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

- Metode Penelitian 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Metode Penelitian 

-Periode Tahun 2013-2017 

7. Peneliti : Rori, et.Al 
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Judul   : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-

2013 

Tahun   : 2018 

Universitas  : Universitas Sam Ratulangi Manado 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel Pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Metode Penelitian di Sulawesi Utara 

-Periode Tahun 2001-2013 

8. Peneliti : Irmal Suandi 

Judul   : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun   : 2016 

Universitas  : Universitas Negeri Makasar 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel Pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

- Metode Penelitian 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Metode Penelitian di Sulawesi Selatan 

-Periode Tahun 2008-2013 

9. Peneliti : Febriyanti 

Judul   : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 

Tahun   : 2021 

Universitas  : Universitas Negeri Makasar 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel Pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

- Metode Penelitian 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 
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-Metode Penelitian di Sulawesi Selatan 

-Periode Tahun 2016 

10. Peneliti : Rifda Atiqoh Daulay 

Judul   : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 

Tahun   : 2020 

Universitas  : Universitas UIN Sumatera Utara 

Persamaan yang digunakan : 

-Variabel Pendapatan Asli Daerah 

-Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

-Variabel Belanja Modal 

- Metode Penelitian 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan : 

-Metode Penelitian di Sulawesi Utara 

-Periode Tahun 2016-19 

2.7. Kerangka Pemikiran 

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan pada gambar 2.1 kerangka 

pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan adanya 

hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiscal, yaitu suatu 

tindakan pemerintah untuk menggatur jalannya perekonomian dengan cara mengatur 

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dokumen anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Arini S, 2016). Sementara belanja modal 

adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam APBN atau APBD dengan 

tujuan kepentingan masyarakat. sehingga berdasarkan penelitan (Arini S, 2016) bahwa 

belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara 

pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk 

menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya bahwa pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (Kusumawati & Wiksuana, 2018) 

Dari data penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.8. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berupa suatu 

pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dikembangkan untuk 

maksud pengujian. Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan latar 

belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Diduga Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Bogor Tahun 2017-2021 

Hipotesis 2 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021 

Hipotesis 3 : Diduga Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2017-202

H1 

H2 

H3 

Pendapatan Asli 

Daerah (X2) 

Belanja Modal 

(X1) Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian terdahulu, 

sehingga dapat diperoleh suatu hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga 

menggunakan metode Explanatory Survey yang bertujuan untuk menguji hipotesis 

atau pada umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk 

hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, adapun hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk angka maupun 

rasio pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang diolah oleh 

aplikasi SPSS.  

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017: 38), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Independent Variable (Variabel Independen) 

dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Dependent Variable (Variabel Dependen).  

Unit Analisis Penelitian yang digunakan adalah Geographic Region (Geografis 

Regional) maksud dari geografis regional yang diteliti adalah daerah, sehingga data 

yang digunakan mengenai atau berasal dari (respon) suatu daerah tertentu. Lokasi 

penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Bogor. 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti ialah data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel 

angka atau bilangan. Sedangkan sumber data penelitian yaitu data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data atau peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi 

data yang diperlukan (Sugiyono, 2016: 225). 
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Data sekunder diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id), sedangkan data 

Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Bogor 

(https://bogorkota.bps.go,id/).   

 

3.4. Operasionalisasi Variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) (X) 

Variabel bebas (Independent variabel) adalah variabel yang dianggap berpengaruh 

terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya : 

X1 = Belanja Modal 

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y) 

Variabel dependen (Dependent variabel) merupakan variabel yang tergantung atau dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Alokasi pada Belanja Modal. Pengertian mengenai Belanja Modal 

telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

Belanja Modal 

(X1) 

Rasio Aktivitas 

Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal

Total Realisasi Belanja Modal
 X 100% Rasio 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X2) 

Rasio Efektifitas 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Realisasi Penerimaan 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
 X 100% Rasio 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y) 

Rasio 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − PDRBt − 1

PDRBt − 1
 X 100% Rasio 

Sumber: Mahmudi, 2016.

http://www.djpk.depkeu.go.id/
https://bogorkota.bps.go,id/


 

 

3.5 Metode Penarikan Sampel 

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi adalah sampel. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dan sampel adalah bagian dari 

populasi. Teknik pengambilan sampel penelitian ini ditentukan secara purposive 

sampling. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu data Belanja Modal, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2017-2021. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan 

diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data yang dihimpun 

adalah data belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi. 

Semua data diperoleh dengan cara melihat dan menganalisis data dari website 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (www.djpk.depkeu.go.id), dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor (https://bogorkota.bps.go.id/), dimana 

kumpulan data dari laporan anggaran pemerintah pada periode 2017 sampai dengan 

tahun 2021. 

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2013:206) mendefinisikan analisis data sebagai berikut: 

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan” 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan 

untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian. Berikut penjelasan lebih lanjut 

mengenai metode analisis tersebut: 

3.7.1 Statistik Deskriftif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendesktipsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Pengujian statistik deskriptif ini menggunakan software statistical 

product and service solution (SPSS). Pengujian statistik menggunakan SPSS 

dilakukan untuk memperoleh hasil dari korelasi person dan signifikasi, melakukan 
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perhitungan dari analisis regresi linier, statistik deskriptif, perhitungan uji t dan uji F 

yang digunakan untuk membandingkan hasil hubungan antar variabel. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang 

seminimal mungkin. Oleh karena itu, sebuah model haruslah memenuhi beberapa 

asumsi sebelum digunakan untuk meberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang 

didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, mengetahui ada tidaknya normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi pada model regresi. Harus 

terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang 

tidak biasa dan pengujian dapat dipercaya. Berikut ini merupakan uji asumsi klasik: 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi 

normal atau tidak normal dan biasanya digunakan untuk mengukur data berskala 

ordinal, interval ataupun rasio. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal atau menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria jika 

signifikan > 0,05 maka data terdistribusi normal dan jika signifikasi < 0,05 maka 

data tidak terdistribusi normal. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normlitas dan jika titik 

menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018). 

Uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistic non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengamblan keputusan 

uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah jika probabilitas lebih 

besar dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal dan jika probabilitas kurang 

dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 

kesamaan variabel dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik 

adalah heterokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara 

untuk menguji heteroskedastisitas yaitu uji glesjer dengan melihat pola titik-titik 

pada scatterplots regresi dan uji koefisien korelasi sperman’s tho dengan 

mengkorelasikan varaiabel independent dengan nilai residual. 

Kriteria pengujian spearman’s rho menggunakan tingkat 5% (0,05) dengan uji 2 

sisi: 
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a. Jika korelasi antar variabel independent dengan residual didapat signifikan > 

0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

b. Jika korelasi antar variabel indpeenden dengan residual didapat signifikan < 

0,05 maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

5. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika ada variabel independent 

yang terkena multikolinieritas variabel independen itu harus dikeluarkan dari 

model penelitian. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang terbatas 

dari masalah multikolinieritas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika output regresi memiliki nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10 maka 

output regresi tersebut terjadi multikolinieritas. 

b. Jika output regresi memiliki nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka 

output regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. 

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen lebih 

dari satu. Model persamaan regresi linier berganda yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Di mana: 

Y : Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

α : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi untuk Belanja Modal 

X1 : Belanja Modal 

β2 : Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2  : Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

e    : Error 

3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen atau 

Y = α + β1X1+X2+β2+X+e 
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untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R2 kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R2 

mendekati satu maka kemampuan variabel-variabel independent secara sempurna dapat 

menjelaskan variabel dependen.. 

3.8.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama (simultan) digunakan untuk 

mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadao variabel dependen. 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pendapatan 

Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal secara 

simultan dan parsial. Menurut Sugiyono (2014, 257) dirumuskan sebagai berikut: 

 

F = 
R 2/k 

(1 – R2)/(𝑛 – k - 1) 

 

Keterangan: 

R 2 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota data atau kasus 

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh dengan 

menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = 

k(n-k-1) dengan kriteria sebagai berikut: 

a. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig < α 

b. H0 diterima jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig > α 

Jika terjadi penerimaan H0, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan 

model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula 

pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Adapun yang menjadi hipotesis nol H0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. H0: β1 = β2 = β3 = 0 : tidak berpengaruh signifikan 

b. Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 : tidak berpengaruh signifikan  
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Gambar 3.1 Kurva Uji F 

3.8.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji t atau uji koefisien regresi secraa parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Cara pengujian parsial terhadap variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Jika signifikasi kurang dari 0,05 dalam nilai thitung > dari ttabel, maka ada 

pengaruh secara parsial antar variabel independent dengan variabel dependen. 

b. Jika signifikasi lebih dari 0,05 dan nilai thitung > dari ttabel, maka tidak ada 

pengaruh secara parsial antar variabel independent dengan variabel dependen. 

 

Gambar 3.2 Kurva Uji t
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017-2021. 

Pemerintah Kota Bogor yang menjadi sampel penelitian menggunakan metode 

purposive sampling dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai 

mana telah dijelaskan dalam BAB III. 

4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bogor 

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam pemerintahan, mengingat 

sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada antara lain Prasasti 

Batu Tulis. Penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai 

hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, Ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan 

terdapat dalam berbagai sumber berdasarkan urutan waktu seperti terdapat pada 

Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berbahasa Sunda Kuna ini 

diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak 

terdapat pohon Pakujajar, Menurut R. Ng. Poerbatjaraka (1921) Dalam tulisan De 

Batoe-Toelis bij Buitenzorg (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata 

“Pakuan” mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno “pakwwan” yang kemudian dieja 

“pakwan” (satu “w”, ini tertulis pada Prasasti Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata 

itu akan diucapkan “pakuan”. Kata “pakwan” berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan 

Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti “istana yang berjajar”(aanrijen staande 

hoven). Sebutan “Pakuan”, “Pajajaran”, dan “Pakuan Pajajaran” dapat ditemukan 

dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti 

Kebantenan di Bekasi. 

Bogor berasal dari kata “buitnezorg” nama resmi dari penjajah Belanda selain 

itu terdapat pula kata “Bahai” yang berarti sapi, yang kebetulan ada patung sapi di 

Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata 

“Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung) dan terdapat pula dokumen pada 

tanggal 7 April 1952 menuliskan “Hoofd Van de Negori Bogor” yang berarti kurang 

lebih Kepala Kampung Bogor. Pada saat Indonesia merdeka atau telah mendapat 

pengakuan kedaulatan RI, Pemerintah Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar 

Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, 

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1Tahun 1957, kemudian dengan Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 1965 
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Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS. Memiliki rata-rata 

ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut dan curah hujan 

rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4000 mm membuat kota bogor memiliki rata- rata 

suhu tiap bulan 26’C dengan suhu terendah 21,8’C dan suhu tertinggi 30,4’C. Luas 

wilayah kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. 

Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 

kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa 

Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 

623 RW, 2.712 RT. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan 

potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat 

kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan 

pariwisata. 

4.1.2. Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang 

A. Visi Pemerintahan Kota Bogor 

Visi adalah rumusan umum mengenai suatu keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Dengan adanya visi maka segala sumberdaya dapat terarah, guna 

mewujudkannya dilaksanakannya melalui serangkaian kegiatan dan misi adalah 

pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi 

yang telah dibuat. Visi Daerah Kota Bogor yaitu “Mewujudkan pengelolaan keuangan 

dan aset daerah yang akuntabel dan profesional sebagai pendukung utama pemerintah 

daerah” 

B. Misi Pemerintah Kota Bogor 

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan 

permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang 

dimiliki, maka di tetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah dan 

2. Mengikatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pengelolaan keuangan 

dan aset daerah. 

Pemaknaan tiga kata kunci yang terdapat pada misi diatas secara lebih lanjut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Akuntabel adalah instrumen yang menunjukan apakah prinsip-prinsip 

pemerintah, hukum atau keterbukaan, transparan, keberpihakan dan kesamaan 

di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabel adalah hal penting 

untuk menjamin nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas (terukur) dan 

predictabilities dari administrasi publik. Suatu akuntabel tidak abstrak tapi 

konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang 

sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus ditanggung jawabkan. 

b) Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi data suatu pekerjaan 

tertentu. Profesional tidak berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian 

juga harus berkerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya
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tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian 

yang dimiliki. Selain itu seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap 

menjadi yang terbaik di bidangnya. 

c) Pendukung Utama Pemerintah Daerah adalah BPKAD merupakan lembaga 

berperan sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintah 

Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

 
C. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan 

bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, 

dan menyejahterakan masyarakat dan juga pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut 

bagan struktur organisasi Kota Bogor. 

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor selengkapnya disajikan dalam 

gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.1 – Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor 

 

 

 

 



  40  

 

4.1.3. Perkembangan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Data-data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

A. Belanja Modal Kota Bogor 

Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan 

konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. 

Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai 

pertimbangan dalam pengalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki 

konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. 

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, 

sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. 

Selain itu, untuk melihat tingkat perkembangan belanja modal dengan menggunakan 

rasio aktivitas belanja modal (Mahmudi,2014.). Rasio pertumbuhan ini mengukur 

seberapa besar pengetahuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 

meninngkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

Ukuran Rasio Aktivitas Belanja Modal sebagai berikut:  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 =
Realisasi Belanja Modal

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
x100% 

Sumber: Mahmudi, 2014 

Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021 (miliar) 

 

 

 

 

  Sumber: www.djpk.depkeu.go.id  

 

 

 

 

 

Tahun Realisasi belanja 

modal 

Total realisasi 

belanja daerah 

Rasio aktivitas 

belanja modal 

2017 433,49 2.597,46 16,69% 

2018 455,46 2.656,28 17,15% 

2019 500,98 2.871,22 17,45% 

2020 276,16 2.641,03 10,46% 

2021 1.701,25 8.708,39 19,54% 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Gambar 4.3 Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2017-2021 

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id data diolah penulis (2023) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.2 dapat di lihat bahwa rasio aktivitas 

belanja modal di kota bogor tahun 2017-2021 cenderung berfluktuatif setiap tahun nya. 

Rasio aktivitas belanja modal  pemerintah Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar 

16,69%, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dan di tahun 2019. Pada tahun 2018 

dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,15%, dan 17,45%. Pada tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 10,46%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami 

kenaikan sebesar 19,54%. Ada beberapa penyebab rasio aktivitas belanja modal di 

tahun 2020 mengalami penurunan. Belanja modal pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebesar 224,88M hal ini di sebabkan karena pemerintah kota bogor 

menurunkan biaya alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi 

covid-19 sehingga anggaran belanja modal dan belanja daerah di turunkan flexibel 

mengikuti keadaan di kota Bogor. 

B. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor 

Pendapatan asli daerah adalah pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih yang di peroleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah pada pasal 285 ayat (1)  
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http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Tabel 4.2 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017-2021(Miliar) 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah 

Dana Transfer Lain-Lain 

Pendapatan 

Daerah Yang 

Sah 

Pendapatan 

Daerah 

2017 978,19 1.072,49 238,68 2.289,37 

2018 912,19 1.066,76 349,74 2.238,70 

2019 1.015,88 1.106,49 437,48 2.559,85 

2020 872,01 1.112,10 444,46 2.428,58 

2021 1.075,24 1.070,12 214,51 2.644,78 

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id  

Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2021 (Miliar) 

Tahun 
Pendapatan  Asli Daerah 

Pajak 

Daerah 

Retribusi 

Daerah 

Hasil Kekayaan 

Daerah 

Lain-lain PAD 

yang Sah Total PAD 

2017  555,48 49,04  29,95  343,73  978,19  

2018  592,98 48,42 26,77 244,03 912,19 

2019  689,54 51,36  28,24 246,74 1.015,88  

2020  509 35,01 31,93  296 872,01 

2021  624,78 36,03 32,42 382 1.075,24 

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id  

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapaan yang diperlakukan daerah (Halim, 2012). Semakin tinggi rasio 

kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin 

rendah, begitupula sebaliknya (Hamzah, 2008). Menurut Mahsun (2016), rasio 

kemandirian digunakan untuk lebih memahami seberapa besar tingkat kemandirian 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Rasio dapat diukur dengan cara 

membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pemerintah pusat dan daerah 

serta pinjaman daerah. Ukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut: 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
realisasi pendapatan Asli Daerah

Realisasi Dana Transfer+pinjaman
𝑥100 

Sumber: Mahmudi,2014 

 Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kota Bogor tahun 2017-2021 (miliar) 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Tahun Pendapatan 

Asli Daerah 

Dana Transfer Pinjaman Rasio 

Kemandirian 

2017 978,20 1.072,49 - 91,21% 

2018 912,20 1.066,76 - 85,51% 

2019 1.015,88 1.106,49 - 91,81% 

2020 872,07 1.112,10 - 78,41% 

2021 1.075,24 1.070,12 - 100,48% 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun  

2017-2021 

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id  

Tabel 4.5 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemampuan keuangan Rasio kemandirian 

Rendah sekali 0>25% 

Rendah >25%-50% 

Sedang  >50%-75% 

Tinggi >75%-100% 

Sumber mahmudi 2014 

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2 di atas, rasio kemandirian keuangan 

daerah pemerintah kota Bogor tahun 2017 91,21% dan tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 85,51%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,81% 

sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 78,41%. Pada tahun 2021 

mengalami kenaikan sebesar 100,48%. Maka bisa di lihat pada tabel 4.5 mengenai 

skala interval rasio kemandirian keuangan daerah dapat di simpulkan bahwa pada 

tahun 2017-2021 kemampuan keuangan daerah masuk ke dalam kategori tinggi. 

C. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor 
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Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 

meningkat. Untuk melihat kemajuan perekonomian dengan melihat nilai dari produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi PDRB merupakan alat untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi dari perkembangan suatu perekonomian di daerah. Suatu 

perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembangan jika pendapatan 

perkapita menunjukan kecondongan jangka panjang yang meningkat. Ukuran rasio 

pertumbuhan ekonomi : 

𝐺 =
𝑃𝐷𝑅𝐵1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵0

PDRB0
𝑥100 

Sumber: Mahmudi 2014 

Bedasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rasio pertumbuhan ekonomi kota bogor tahun 2017-2021 

Tahun PDRB atas dasar harga 

konstan 

Rasio pertumbuhan 

ekonomi 

2017 286,54 6,12% 

2018 304,13 6,14% 

2019 322,50 6,05% 

2020 320,83 -0,53% 

2021 333,72 4,02% 

Sumber: Badan pusat statistik (BPS) 

 

Gambar 4.4 Grafik Rasio Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2017-2021 

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id  

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.4 diatas, rasio pertumbuhan ekonomi kota 

Bogor tahun 2017-2021 cenderung tidak stabil setiap tahun nya. Rasio pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2017 sebesar 6,12% sedangkan pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan sebesar 6,14%. Pada tahun 2019 di Kota Bogor mengalami penurunan 

6,12% 6,14% 6,04%

-0,52%
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sebesar 6,04% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,52% hal 

tersebut diakibatkan oleh beberapa lapangan usaha seperti industri pengolahan, 

kontruksi, perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda dan jasa 

lainnya mengalami penurunan pada laporan laju pertumbuhan PDRB kota Bogor atas 

dasar harga konstan menurut lapangan usaha sehingga menyebabkan nilai PDRB pada 

tahun 2020 menurun secara drastis dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan 

resersi ekonomi di kota Bogor. 

4.2 Analisis Data 

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah 

informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan 

berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis 

data dari variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor 

yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan program SPSS 25. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya (variabel dependen) adalah 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor, sedangkan variabel bebasnya (variabel 

independen) adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum 

dilakukan analisis regresi linear berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai 

berikut: 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Adapun cara yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang dimiliki berdistribusi 

normal atau tidak maka dilakukan pengujian dengan Kolmogorow- Smiwow. 

Adapun dasar pengambilan uji Kolmogorow-Smiwow yaitu: 

1. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorovv-Smirnov 
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Sumber: Hasil pengelolaan data SPSS 25 (2023) 

 

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: Hasil pengelolaan data SPSS 25 (2023) 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui tingkat signifikan adalah 0,200 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Pada 

gambar 4.5 terlihat bahwa ploting (titik-titik) yang menggambarkan data mengikuti 

atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu model regresi berdistribusi 

dinyatakan normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 5 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.12258774 

Most Extreme Differences Absolute .207 

Positive .207 

Negative -.154 

Test Statistic .207 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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2. Uji Multikolonieritas 

 uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakan variabel regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen salah satu cara untuk mengetahui 

ada tidak nya multikolonieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai 

Tolerance dan VIF (Variance Inflantion Factor) model regresi yang baik tidak terjadi 

gejala moltikolonieritas, jika nilai tolerance > 0,100 dari VIF < 10,000 (Ghozali,2018). 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2023) 

Dari Uji Multikolonieritas diatas nilai tolerance untuk variabel Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 0,948 maka variabel independen lebih 

besar 0,100 (0,948>0,100) dan Variance Inflation Factor (VIF) Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 1.055 maka variabel independen lebih 

kecil dari 10,000 (1.055<10,000). Hal ini dinyatakan tidak ada gejala 

multikolonieritas. 

 3. Uji Autokolerasi 

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

periode t sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada penelitian 

ini yaitu menggunakan uji runs test. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

runs test, yaitu: 

1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. 

2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi 

Coefficientsa 

M

o

d

e

l 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -31.330 27.60

6 
 

-1.135 .374 
  

Belanja 

Modal 

-.004 .004 -.813 -.942 .446 .365 2.742 

Pendapatan 

Asli Daerah 

.040 .031 1.112 1.288 .327 .365 2.742 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Autokolerasi 

Runs Test 

 

Unstandardize

d Residual 

Test Valuea -.33452 

Cases < Test Value 2 

Cases >= Test Value 3 

Total Cases 5 

Number of Runs 3 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a. Median 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2023) 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai Asmyp Sig (2-tailed) sebesar 

1.000>0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala atau 

masalah autokolerasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan uji scatterplot. Dengan kriteria 

pengujian yaitu apabila penyebaran titik-titik data tidak berpola, titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah dan titik-titik data tidak mengumpul maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas 

Gambar 4.6 Hasil Uji Heterroskedastisitas 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25(2023) 
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Berdasarkan dari gambar 4.2 di atas hasil uji heteroskeditas menujukkan bahwa 

titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai dalam 

penelitian. 

4.2.2. Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Belanja Modal dan Pendapatan 

Asli Daerah serta variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Untuk 

melihat ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka dapat 

dilakukan pengujian model regresi berganda dengan bantuan SPSS 25. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Sumber: hasil pengolahan SPSS 25(2023) 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji regresi berganda dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Y = α + b1X1 + b2X2 + e 

Y = -31.330 + 0.004 Belanja Modal + 0.040 PAD 

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

a. Konstanta sebesar -31.330 artinya apabila semua variabel independen yaitu Belanja 

Modal dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan (bernilai 0) maka Pertumbuhan 

Ekonomi bernilai sebesar -31.330 

Coefficientsa 

M

o

d

e

l 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -31.330 27.60

6 
 

-1.135 .374 
  

Belanja 

Modal 

-.004 .004 -.813 -.942 .446 .365 2.742 

Pendapatan 

Asli Daerah 

.040 .031 1.112 1.288 .327 .365 2.742 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
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b. Koefisien regresi variabel Belanja Modal sebesar 0.004 artinya apabila Belanja 

Modal naik sebesar 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.004 

dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

c. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.040 artinya apabila 

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan sebesar 1% maka variabel 

Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.040 dengan asumsi variabel lain bernilai 

tetap. 

4.2.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 

penelitian. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Uji koesifien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 

1. Semakin besar nilai R2  (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi 

tersebut. 

Koefisien determinasi (R2 ) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan 

variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien 

determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independent memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. 

Berikut hasil pengujian statistiknya: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .676a .456 -.087 3.00179 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal 

sudb. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: hasil pengolahan SPSS 25 (2023) 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai 

Adjusted R Square adalah -0.087. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan Belanja Modal 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mempengaruhi atau menjelaskan 

Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau bersama-sama sebesar -8,7% sisanya 

sebesar 108,7% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Jika nilai Adjusted R Square semakin mendekati 1 menunjukkan 

variabel-variabel independent semakin baik untuk memprediksi variabel dependen, 

Dengan demikian masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi selain belanja modal dan pendapaan asli daerah. 
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2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji koefisien regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara simultan. Jika 

nilai sig < 0,05 dan F hitung > F tabel, maka artinya variabel independent (X) secara 

simultan berpengaruh terhadap varibel dependen (Y). Hasil pengolahan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan Uji (F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.128 2 7.564 .839 .544b 

Residual 18.022 2 9.011   

Total 33.150 4    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 25 (2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan 

dengan nilai F hitung sebesar 0,839 dengan nilai signifikasi sebesar 0.544 sedangkan 

nilai F tabel sebesar 19,00. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel 

(0,839 < 19,00) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 dibagi 2 sisi menjadi 0,025 jika 

nilai Sig < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka artinya variabel independen (X) secara 
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parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil pengolahan data sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) -31.330 27.606  -1.135 .374   

Belanja 

Modal 

-.004 .004 -.813 -.942 .446 .365 2.742 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

.040 .031 1.112 1.288 .327 .365 2.742 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 25 (2023) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Berdasarkan Hasil Uji Parsial (Uji t) pada tabel 4.13 dapat disimpulkan:  

1) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Belanja Modal (X1) sebesar -

0,942 dengan signifikasi 0, 446 > 0,05. Hasil pengujian statistik yang membandingkan 

antara t hitung degan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai t hitung > t tabel (0,446 
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< 2,776). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

 2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah (X2) 

sebesar 1,288 dengan signifikasi 0,327 > 0,05. Hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka t hitung < 

t tabel (1,288 < 2,776). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

4.3. Pembahasan & Interprestasi Hasil Penelitian 

4.3.1. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengelai 

Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kota Bogor, maka dapat dilakukan pembahasan dan interpretasi sebaagi berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode `Hipotesis Hasil Uji Hipotesis 

H1 Belanja Modal tidak berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kota Bogor tahun 2017-2021 

Ditolak 

H2 Pendapatan Asli Daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Bogor tahun 2017-2021 

Ditolak 

H3 Belanja Modal dan Pendapatan 

Asli Daerah secara silmutan tidak 

berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Bogor tahun 2017-2021 

Ditolak 

 Tabel 4.14 diatas menjalaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian 

sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak. 

1. H1: Ditolak 

Variabel Belanja Modal (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

 Terlihat bahwa variabel belanja modal (X1) memiliki nilai Sig 0,446 lebih dari 

taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang membandingkan antara 

t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai t hitung > t tabel (0,446 < 

2,776). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi disebabkan terjadinya pengalihan sebagian besar   belanja 

modal kepenanggulangan pandemi Covid 19 dan bantuan langsung tunai (BLT) 

kepada masyarakat yang berdampak. 

2. H2: Ditolak 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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 Terlihat bahwa variabel pendapatan asli daerah (X2) memiliki nilai Sig 

0,327 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik yang 

membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka t hitung < 

t tabel (1,288 < 2,776). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tidak berpengaruhnya 

Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya 

penurunan pendapatan dari hotel dan restoran serta pusat pembelajaan lain akibat 

adanya   pembatasan untuk melakukan perjalanan hal tersebut berakibat menurunnya 

pendapatan daerah berupa pajak Pajak Daerah dan Restribusi daerah. 

3. H3: Ditolak 

Variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

 Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil perhitungan 

dengan nilai F hitung sebesar 0,839 dengan nilai signifikasi sebesar 0.544 sedangkan 

nilai F tabel sebesar 19,00. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel 

(0,839 < 19,00) artinya secara bersama-sama variabel independent (X) tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). 

4.3.2. Interprestasi Hasil Penelitian 

 Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada 

Pemerintah Kota Bogor periode 2017-2021 yang menggunakan alat bantu SPSS versi 

25 tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut: 

A. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor 

 Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa perhitungan rasio aktivitas belanja modal 

Pemerintah Kota Bogor menunjukan presentase yang belum stabil karena data 

menunjukan fluktuasi (naik turun). Rasio aktivitas belanja modal  pemerintah Kota 

Bogor pada tahun 2017 sebesar 16,69%, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 

di tahun 2019. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,15%, dan 

17,45%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,46%, sedangkan pada 

tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,54%. 

 Hasil pengujian uji parsial (Uji t) Belanja Modal (X1), hasil perhitungan yang di 

dapat adalah nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas signifikasi yaitu 0, 446 > 0,05 

maka belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel menunjuukan bahwa t-hitung > t-tabel (t- 

hitung (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai t hitung > t tabel (0,446 < 2,776). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Y. 

 Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Mutmainah (2020), dalam 

judul penelitian nya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode penelitian 
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kuantitatif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Bogor 

 Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah 

Pemerintah Kota Bogor menunjukan presentase yang belum stabil karena data 

menunjukan fluktuasi (naik turun). Pada tabel 4.5 mengenai skala interval rasio 

kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa pada tahun tahun 2017 

91,21% dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 85,51% disebabkan oleh 

Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan Dana Transfer menurun dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,81% sedangkan pada 

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 78,41% karena adanya pandemi covid-19 

sehingga anggaran PAD diturunkan fleksibel mengikuti keadaan di Kota Bogor 

sehingga Pemerintah Kota Bogor memerlukan pengoptimalkan agar dapat terus 

melampaui dari target yang dianggarkan dan pada tahun 2021 kembali mengalami 

kenaikan sebesar 100,48%.  

 Hasil pengujian uji parsial (Uji t) Pendapatan Asli Daerah (X2), hasil 

perhitungan yang di dapat adalah nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas 

signifikasi yaitu 0, 446 > 0,05 maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel 

menunjuukan bahwa t-hitung > t-tabel (1,288 < 2,776) maka hipotesis kedua ditolak. 

Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat PAD pada Pemerintah Kota Bogor tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa 

terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemic Covid-

19 yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor ini. Tidak 

berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan 

adanya penurunan pendapatan dari hotel dan restoran serta pusat pembelajaan lain 

akibat adanya   pembatasan untuk melakukan perjalanan hal tersebut berakibat 

menurunnya pendapatan daerah berupa pajak Pajak Daerah dan Restribusi daerah 

 Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Rijalul Ahmad Fikri (2017), dalam 

judul penelitian nya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian 

kuantitaif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera 

Utara. 

C. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, karena berdasarkan analisis uji F dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 0,839 
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dengan nilai signifikasi sebesar 0,544 sedangkan nilai F tabel sebesar 19,00. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel (0,839 < 0,544) artinya secara 

bersama-sama variabel independent (X) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) variabel independen memiliki sig > 0,05 yakni 0,544 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi disebabkan terjadinya pengalihan sebagian besar  belanja modal 

kepenanggulangan pandemi Covid 19 dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 

masyarakat yang berdampak. 

 

 Hasil dari Adjusted R Square sebesar -8,7% menjelaskan bahwa variabel belanja 

modal dan pendapatan asli daerah dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar -

8,7% dan 108,7%% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam 

penelitian ini, hal ini berarti variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah tersebut 

tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Rijalul Ahmad Fikri (2017), dalam 

judul penelitian nya Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan metode penelitian 

kuantitaif dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera 

Utara. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Belanja 

Modal dan Pedapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Bogor Tahun 2017-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena memiliki 

nilai Sig 0,446 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian statistik 

yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 maka nilai 

t hitung > t tabel (0,446 < 2,776). Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi disebabkan terjadinya pengalihan sebagian besar   belanja 

modal kepenanggulangan pandemi Covid 19 dan bantuan langsung tunai (BLT) 

kepada masyarakat yang berdampak. 

2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena 

memiliki nilai Sig 0,327 lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini sesuai dengan pengujian 

statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:5) adalah 2,776 

maka t hitung < t tabel (1,288 < 2,776). Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya penurunan pendapatan dari hotel 

dan restoran serta pusat pembelajaan lain akibat adanya   pembatasan untuk melakukan 

perjalanan hal tersebut berakibat menurunnya pendapatan daerah berupa pajak Pajak 

Daerah dan Restribusi daerah. 

3. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.12 dapat 

dilihat hasil perhitungan dengan nilai F hitung sebesar 0,839 dengan nilai signifikasi 

sebesar 0.544 sedangkan nilai F tabel sebesar 19,00. Maka nilai F hitung > F tabel 

(0,839 < 19,00) artinya secara bersama-sama variabel independent tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari tabel 4.7 dapat diketahui tingkat signifikan 

adalah 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut 

berdistribusi normal. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa ploting (titik-titik) yang 

menggambarkan data mengikuti atau tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dari itu 

model regresi berdistribusi dinyatakan normal. Sedangkan berdasarkan tabel 4.11 hasil 

uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah -0.087. Nilai 

tersebut dapat diinterpretasikan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

mampu mempengaruhi atau menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau 

bersama-sama sebesar -8,7% sisanya sebesar 108,7% yang dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan beberapa 

saran sebagai berikut: 

 

1. Untuk Pemerintah Kota Bogor 

• Diiharapkan lebih mengoptimalkan lagi sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta 

memaksimalkan Kerjasama dengan pihak swasta maupun daerah agar 

pembangunan daerah Kota Bogor termasuk infrastruktur dapat berjalan lagi 

dan mewujudkan jasa dan industri pariwisata ekonomi kreatif dengan ditunjang 

oleh pembangunan yang baik. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat disamping PAD yang meningkat yang pada akhirnya akan 

meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat Kota Bogor untuk meningkatkan 

alokasi dana Belanja Modal dapat dilakukan melalui pendataan secara akurat 

mengenai kebutuha-kebutuhan fasilitas publik yang dibutuhkan sehingga 

pemerintah Kota Bogor bisa mengalokasikannya dalam APBD. 

• Memperbaiki dan membangun fasilitas publik yang masih kurang seperti jalan, 

kantor pelayanan masyarakat dan lain-lain. Kota Bogor sebaiknya 

meningkatkan Belanja Modal yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat 

dalam meningkatkan perekonomian, sehingga tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

dapat ditingkatkan. 

 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Variabel dalam penelitian ini hanya ada dua variabel independen sehingga 

penelitian belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh 

belanja modal dan pendapatan asli daerah diharapkan variabel independen yang 

digunakan lebih lengkap dan bervariasi misalnya memasukkan variabel dana alokasi, 

dana bagi hasil dan lain sebagainya serta menambah wilayah penelitian sehingga 

diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat.  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 5 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

2.12258774 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .207 

Positive .207 

Negative -.154 

Test Statistic .207 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

M

o

d

e

l 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -31.330 27.606  -1.135 .374   

Belanja Modal -.004 .004 -.813 -.942 .446 .365 2.742 

Pendapatan Asli 

Daerah 

.040 .031 1.112 1.288 .327 .365 2.742 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.33452 

Cases < Test Value 2 

Cases >= Test Value 3 

Total Cases 5 

Number of Runs 3 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a. Median 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


